
Mengingat : 1. unoano-uncanc Nomor 13 ranun 1950 tentang 
Pembentukan oaeran-oaeran kabupaten oalarn unckunoan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. unoanc-uncanc Nomor 1 ranun 1970 tentang Keselamatan 
kerja u.ernbaran Negara Republik Indonesia ranun 1970 
Nomor 1, ramoanan Lembaran Negara Republik mconesta 
Nomor 2918); 

3. Undang-Undang Nomor 6 ranun 1974 tentang ketentuan­ 
ketentuan Pokok kesejahteraan soslai (Lembaran Negara 
Republik_ Indonesia ranun 1974 Nomor 53, rarnoanan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); · 

4. undano-undanq Nomor 7 rahun 1981 tentang wano Lapar 
Ketenaga kerjaan di =erusanaan u.embaran Negara Republik 
Indonesia ranun 1981 Nomor 39, rarnbanan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3201 ); 

5. uncans-undans Nomor 21 ranun 2000 tentang serikat 
Pekerla'sertkat surun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
ahun 2000 Nomor 131, · rambanan Lembaran Negara 
epubuk Indonesia Nomor 3989); 

Menimbang a. oanwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 19 avat C1> 
Peraturan Daerah xabuoaten Klaten Nomor 13 Tahun zoos 
tentang Organisasi dan Tata xerja Dinas sostat, Tenaga xerja 
can Transmigrasi kabupaten Klaten perlu rnenvusun rincian 
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas soslat, Tenaga kerja dan 
Transmigrasi kaoupaten Klaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, 
pertu ditetapkan dengan Peraturan suoan tentang Rincian 
Tugas, Fungsi can Tata xerja Dinas sostat, Tenaga xerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Klaten; 

BUPATI KLATEN 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR t.!Lf TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI KABUPATEN KLATEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 



• 

6. unoanc-uncanc Nomor 13 ranun 2003 tentang 
ketenaqakerlaan u.ernbaran Negara Republik Indonesia 
rahun 2003 Nomor 39, rarnbanan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

7. unoano-uncane Nomor 2 ranun 2004 tentans Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia ranun 2004 Nomor 6, rarnoanan ternbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4356); · 

7. uncann-uncane Nomor 10 ranun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan n.ernoaran 
Negara 'Republik Indonesia ranun 2004 Nomor 53, rarnbanan 
ternbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

· 8. unoana-unoanc Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan oaeran u.ernbaran Negara Republik Indonesia 
ranun 2004 Nomor 125, rarnbanan ternbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) seoacalmana tetan dlubah 
beberapa kali teraknlr dengan unoana-uncanc Nomor 12 
ranun 2008 tentang Perubahan kecua Atas unoano-unoana 
Nomor 32 ranun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
u.ernbaran Negara Republik Indonesia ranun 2008 Nomor 59, 
tarnbanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

9. uncanc-unoanc Nomor 33 ranun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat can Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ranun 2004 
Nomor 126, rarnbanan ternbaran N_egara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 ranun 1950 . tentang 
Penetapan Mulai sertakunva Undang-Undang Nomor 12,13,14 
dan 15 ranun 1950; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 ranun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
rahun 2005 Nomor 165, rarnbanan ternbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 ranun 2007 tentang 
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan oaeran Provinsi, can Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota u.ernbaran Negara Republik Indonesia ranun 
2007 Nomor 82, rarnbanan ternbaran Negara· Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 ranun 2007 tentang 
organisasi Perangkat oaeran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia ranun 2007 Nomor 89, rarnbanan ternbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 



Pasal 1 
Dalam Peraturan supatl ini yang dimaksud dengan : 
1. oaeran acalan kabupaten Klaten. 
2. Pemerintah Daerah aoalan supatl beserta peranakat daerah sebaoal unsur 

penyelenggara remermtanan oaeran. 
3. supatt acaian suoan Klaten. 
4. sekretarls Daerah adalah sekretarls oaeran xabuoaten Klaten. 
s. Dinas adalah Dinas sostat, Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Klaten. 
6. keoata Dinas acaian xepata Dinas soslat, Tenaga kerja dan rransmlqrasl 

kabupaten Klaten. 
7. sekretarlat aoaran sekretartat Dinas sostat, Tenaga kerla dan Transmigrasi 

yang dlptrnp!n oien sekretarls. 
8. sekretarls acatan sekretaris Dinas sostat, Tenaga kerja can rransrnlcrast 

kabupaten Klaten. 
9. satuan kerja Perangkat Daerah yang setanjutnva clstnokat SKPD acaian 

satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten 
Klaten. 

BAB I· 
KETENTUAN UMUM 

. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA 
KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN KLATEN. 

MEMUTUSKAN : 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 ranun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

1 s. Peraturan oaeran kabupaten Klaten Nomor 2 ranun 2008 
tentang Penetapan Kewenangan urusan Pemerintahan 
Daerah . xaoupaten Klaten (Lembaran Daerah kaoupaten 
Klaten ranun 2008 'Nornor 2, rarnbahan Lembaran Daerah 
kabupaten Klaten Nomor 11); 

16. Peraturan oaeran kabupaten Klaten Nomor 8 ranun 2008 
tentang organisasi dan Tata kerja Pemerintah xabupaten 
Klaten (Lembaran Daerah kabupaten Klaten ranun 2008 
Nomor 8, ramoanan Lembaran naeran kabuoaten Klaten 
Nomor 17); 

17. Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 13 ranun 2008 
tentang organisasi dan Tata kerja Dinas soslat, Tenaga kerja 
can Transmigrasi kaoupaten Klaten (Lembaran oaeran 
kabuoaten Klaten ranun 2008 Nomor 13, rarnbanan 
Lembaran oaeran Kabupaten Klaten Nomor 22); 

•• 



{3) untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2), 
Dinas mempunval fungsi: 
a. perumusan kenljakan teknls di bidang soslat, tenaga kerja can 

transmigrasi; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan can pelavanan umum di 

bidang sosial, tenaga keria dan transmigrasi. 

(2) Dinas sebasalrnana dimaksud oaca avat (1), rnemounval tugas 
rnetaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sostal, tenaga kerja 
can transmtcrast, 

Pasal 2 
(1) susunan organisasi Dinas sostal, Tenaga keria dan Transmigrasi, terdiri 

dari: 
a. xepala Dinas; 
b. sekretartat: 

1. sub sastan Perencanaan can Pelaporan; 
2. Sub sactan Keuangan; 
3. Sub sactan umum can Kepegawaian. 

c. Bidang sostai. 
1. Seksi keselahteraan soslal: 
2. sekst Rehabilitasi soslai. 

d. Bidang Tenaga kerja: 
1. seksl Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja: 
2. Seksi Hubuncan Industrial dan ketenasakerjaan. 

e. Bidang Transmigrasi: 
1. seksl Pendaftaran dan Seleksi; 
2. seksi Pembinaan dan Penyuluhan. 

f. ketornook Jabatan Fungsional. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

10. rabatan Fungsional Pegawai Negeri sicn yang seianjutnva clseout jabatan 
fungsional acalah keduoukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang can nak seorang Pegawai Negeri siou datarn suatu satuan 
organisasi yang dalam oeiaksanaan tucasnva dtcasarkan oaca keahlian 
can/atau ketrarnpttan tertentu serta bersifat mandiri. 

11. kelornpok Jabatan Fungsional acaian himpunan jabatan fungsional yang 
rnempunval fungsi dan tuoas yang berkattan erat satu sama tarn dalarn 
metaksanakan saran satu tunas umum pemerintahan. 

• 



(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebaqal berlkut: 
a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas sostai, Tenaga xerja 

dan Transmigrasi dengan memberikan arahan kepada sekretarts dan 
kepala Bidang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
oaerah (RPJPD), Rencana Pembangunan rancka Menengah oaerah 
(RPJMD), Rencana xerja Pemerintah oaerah (RKPD) can Rencana 
strategik (Renstra) Kabupaten, kebljakan Bupati dan kondisi obvektlr 
serta ketentuan yang berlaku: 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan petavanan di bidang sosial, 
tenaga kerja can transmigrasi; 

c. mencuoavakan penlnakatan peran serta can oartisroasi rnasvarakat 
daiarn bidang soslat, tenaga kerla dan transmigrasi; 

d. mendistribusikan tugas kepada bawah_an sesuai bidangnya beroasarkan 
ketentuan yang berlaku, 

e. mengusulkan, menunjuk, menetapkan can rneiaksanakan pembinaan 
pelanat pencetoraan keuangan; 

f. membina oa anan oatarn pencapaian program dinas dengan memberi 
petunluk pemecanan rnasaian agar bawahan mampu rnetaksanakan 
tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang bertaku: 

s. mengevaluasi pelaksanaan keslatan pada tanun yang sucan dan sedang 
berjatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai oanan cararn 
penvusunan sasaran tahun bertkutnva: 

h. menilai prestasi kerla bawahan bercasarkan rencana kerla, hasil yang 
dlcapal sesuai ketentuan yang bertaku sebagai banan pertimbangan 
dalam pengembangan karier; 

i. rnelaksanakan koorotnasl dan kerjasarna dengan SKPD dalarn rancka 
kelancaran petaksanaan tugas; 

BAB Ill 
RINCIAN TUGAS 

sacian Pertama 
kepata Dinas 

Pasal 3 
(1) xepata Dinas sebagaimana olrnaksuo caiarn Pasal 2 avat (1) nuruf a, 

rnempunval tugas memlmptn penyelenggaraan pemerlntanan oaeran di 
bidang sostai, tenaga kerja dan transmtcrast, meuouti perumusan 
kebljakan teknis perencanaan, petaksanaan, pengendalian, pemberlan 
bimbingan dan pembinaan pegawai di lingkungan dinas. 

c. pembinaan can petaksanaan tugas di bidang sosiat, tenaga kerla can 
transmigrasi. 

d. petaksanaan tugas lain yang diberikan oien suoan sesuai dengan tugas 
dan runoslnva. 

• 



(2) Rincian tugas sebagaimana dtrnaksud pada avat (1) acaran sebagai berikut: 
a. menghimpun, rnernpetajart peraturan perundang-undangan, kebuakan, 

pedoman can petunluk teknls urusan umum, kepegawaian, keuangan, 
perencanaan, evatuasl can petaporan: 

b. menyusun rencana program urusan umum dan kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, can oelaporan bercasarkan kebtjakan bidang 
soslar, tenaga kerla can transmigrasi; 

c. mengkoordinasikan semua Bidang dalarn ranoka mencnlrnoun 
perencanaan kegiatan, evaluasi can menganalisa data serta laooran 
hasil kegiatan dinas; 

d. menckoorotnaslkan kepala sub · saclan dan kegiatan kesekretariatan 
agar terjalln kerjasarna yang baik dan saling mendukunq: 

e. menvlapkan usulan, penunjukan, penetapan pelabat pengelolaan 
keuangan; 

f. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan tugas bawahan oerdasarkan pernoaatan tugas agar tugas 
oapat berlatan dengan iancar: 

g. menilai hasil kerja bawahan dengan jatan memonitor dan mengevaluasi 
hasil kerla: 

h. mengevaluasi can menginventarisasi permasalahan yang oernuounsan 
dengan pelaksanaan tugas serta · mencari alternatif pemecahan 
masatan: 

i. rnelaksanakan koorolnasl dan kerlasama sesuai bidang tucasnva daiarn 
rancka kelancaran pelaksanaan tucas: 

j. metaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiata.n kepaoa atasan; 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oien atasan sesuai bidang 

tuqasnva. 

eacian kecua 
sekretartat 

Pasal4 
(1) sekretartat sebagaimana dtrnaksud dalarn Pasal 2 avat (1) huruf b, 

ctptmpln oien sekretarts yang mempunval tugas rnenaetota urusan 
acmlntstrast ketatausahaan, meliputi urusan umum, kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, evaluasi can petaporan . 

J. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang bemubunqan 
dengan bidang sostat, tenaga kerla can transmlqrast serta menyusun 
kebljakan teknls petunluk pemecahan masalah; 

k. metaporkan hasil petaksanaan tugas/kegiatan kepada suoan rnelalul 
sekretarts Daerah sebagai pertanggung jawaban petaksanaan tusas: 

I. rnetaksanakan tugas lain yang diberikan oten supatt sesuai tugas can 
runosmva. 
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Pasal s 
(1) sub Bagian . Perencanaan dan Pelaporan sebaqalrnana otmaksuo dalarn 

Pasal 2 avat (1) nuruf b ancka 1, dtplmpln oten xepata Sub sactan yang 
mernpunval tusas menyusun rencana program kegiatan, penqumpulan 
dan penqolahan data, evatuasl can peraooran kegiatan dinas. · · 

(2l Rincian tugas sebagaimana ctmaksuo pada avat (1) aoalan sebagai berlkut: 
a. menvlapkan banan penyusunan kebljakan dan petunjuk teknis 

perencanaan dan petaooran kegiatan dlnas: . 
' b. menyusun rencana program· kegiatan dan iaporan petaksanaan 

keolatan Sub saoian Perencanaan can Pelaporan; 
c. membacl tugas, membina, membimbing can metaksanakan 

pengawasan can pengendalian petaksanaan tugas urusan perencanaan 
can pelaporan: 

d. mencari, menournpulkan. oencoian data can informasi caiarn ranska 
penvusunan Rencana Pembangunan Janska Menengah Daerah (RPJMD), 
Rencana xerla Pemerintah naeran (RKPDl sesuai perunoana-unoansan 
yang bertaku: 

e. rnenvtapkan nanan can penvusunan xeotlakan umum Anggaran (KUA), 
Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS), Rencana kerja dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ornas: 

f. rnenvtapkan banan evaiuasl dan pelaporan kegiatan serta hasil kerja 
cinas: 

g. rnenvlapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitungan 
program kerja akibat acanva perubanan, penggeseran can 

· permtunaan anggaran dinas; 
h. rnenqhtmpun, mengolah can menganalisa data serta oenvaltan data 

statistik hasil kegiatan dinas; 
i. menilai hasil kerja bawahan dengan jaian memonitor dan mengevaluasi 

hasil keria: 
J. mengevaluasi dan menginventarisasi perrnasalanan yang bernubuncan 

dengan pelaksanaan tunas serta mencari alternatif .oemecahan 
masaian: 

k. rnelaksanakan koordinasi can kerjasarna sesuai bidang tusasnva catarn 
ranqka kelancaran petaksanaan tugas; 

I. meraporkan hasil petaksanaan tugas/kegiatan keoaca atasan; 
m. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oien atasan sesuai bidang 

tuqasnva. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

• 



Pasal 6 
(1) sub sacian Keuangan sebagaimana dimaksud catarn Pasal 2 avat (1) 

nuruf b ancka 2 dtptrnpln oien kepata sub sacran, mernounval tunas 
sebagai Pejabat Penatausahaan keuancan (PPK) yang rnetaksanakan fungsi 
pensetotaan keuangan dinas. · 

(2) Rincian tugas sebacalmana dlmaksud paoa avat (1) aoaian sebagai berikut: 
a. menvlapkan banan, merencanakan, mencetoia data dan informasi yang 

berhubungan dengan urusan keuangan sesuai cenaan perunoansan 
yang bertaku: 

b. menyusun rencana kegiatan dan petaporan petaksanaan keciatan sub 
oaslan keuangan; 

c. membagi tugas, membina, membimbing, rnetaksanakan pengawasan 
dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan keuangan; 

d. metaksanakan penelitian dan verifikasi ketenakapan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) yang dtajukan bendahara dinas; 

e. rnenvtapkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar SPP yang 
dlalukan bendahara dinas; 

f. rnetaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) can 
menvlapkan banan pengesahan SPJ; 

g. rnelaksanakan verifikasi nartan atas pengeluaran dinas; 
h. rnetaksanakan akuntansi dtnas: · 
i. menvlapkan oanan taporan prognosis can anggaran; 
j. rnenvlapkan bahan dan menyusun taooran pertanggungjawaban 

keuangan; 
k. menvlapkan banan dan menyusun data informasl di bidang keuangan; 
I. menvlapkan nanan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang keuangan; 
m. menviapkan oanan monitoring, evaiuasi dan petaooran di bidang · 

keuangan; 
n. rnenvlapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran; 
o. menvlapkan banan can rnenvusun laporan ktnerja program di bidang 

keuangan; 
o. menilai nasu kerja bawahan dengan Iatan memonitor dan mengevaluasi 

hasil kerja: 
q. mengevaluasi can menginventarisasi permasatahan yang berhubuncan 

dengan petaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan 
masatan: 

r. rnelaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tusasnva dalarn 
rancka kelancaran pelaksanaan tunas, 

Paragraf 2 
sub sacian Keuangan 

• 
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(2l Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1l adatan sebasal bertkut: 
a. rnenvtapkan banan, merencanakan, mengelola data can informasi yang 

bernubuncan dengan urusan umum dan kepegawaian sebagai banan 
penvusunan kebljakan: 

b. menyusun rencana program kegiatan dan taporan · petaksanaan 
kegiatan urusan umum can kepesawalan dinas; 

c. rnelakukan pembinaan, bimbingan, oenoawasan dan pengendalian 
pelaksanaan tugas urusan umum can kepegawaian dinas; 

d. melaksanakan administrasi surat rnenvurat, ekspedisi, penggandaan, 
kearslpan. pengadaan atat tulis kantor, akomooasl rapat, pertemuan, 
upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan perneunaraan 
pertenckapan rumah tangga can barang inventaris dinas; 

e. menvtapkan kebutunan can pertenckaoan cerjaianan dinas serta 
mengatur penggunaan kendaraan dinas; 

f. mengatur can mengelola tata ruang kantor, keberstnan, ketertlban. 
keamanan, kenyamanan can keserasian ruang kantor: 

s. rnelaksanakan administrasi umum kepegawaian meliputi menvlapkan 
banan dan mengusulkan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu lsteri (KARIS), 
kartu suami (KARSU), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri ff ASPEN), 
Asuransi kesenatan (ASKES) dan lzln cuti; - 

h. rnenvlapkan bahan usuian pengembangan karlr pegawai, meliputi 
keoutunan pegawai/formasi pegawai, usuian untuk mencucukt 
jaoatan, tugas oelajar/lztn belalar, ujtan dinas, pendidikan dan latihan 
dan pemberian penghargaan dan tanda Jasa: 

i. rnenvlapkan _bahan usulan mutasi pegawai meuputt kenaikan panskat, 
kenaikan gaji berkala, pemtnoanan/mutast, pemberhentian dan 
pensiun, penyesuaian llazaf dan oartar Penilaian Pekerjaan Peg.awai 
(DP3l; 

j. rnenvtapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta 
menyusun oartar urut kepanokatan m'UKl; 

Pasal 7 
(1) Sub sacran umum can Kepegawalan sebagalmana dimaksud calarn Pasal 2 

avat (1) huruf b ancka 3, dtolrnotn oien kepata Sub saaian yang 
rnernounvai tucas metakukan urusan surat menvurat, penggandaan, 
eksoedtsl, kearslpan, rumah tangga, pensadaan can pemeliharaan 
perlengkapan kantor serta rnetakukan penaetoiaan adrnlnlstrast 
kepegawaian. 

=araarar 3 
sub sactan umum dan Kepegawaian 

s. melaporkan hasil petaksanaan tugas/kegiatan kepaca atasan; 
t. rneiaksanakan tugas lain yang diberikan oien atasan sesuai dengan 

bidang tuoasnva. 
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(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud oada avat (1) acatan sebagai berlkut: 
a. merumuskan kebtlakan, pedoman dan petunluk teknls pembinaan di 

bidang sostai: · 
b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja bidang sostai 

berdasarkan kebljakan dinas; 
c. rnelaksanakan administrasi dan ketatausanaan bidang sosial; 
d. rnetaksanakan penvutunan · dan bimbingan sosial pada rnasvarakat 

caiarn taraf pemberian pensertlan, kesadaran sosrai, tanggung lawab 
sosiai serta kepedullan soslal I kesetiakawanan sosial cararn rangka 
usaha keseianteraan sosial; 

e. menyelenggarakan pengembangan profesi pekerja sosial . dan 
pendidikan tenaga sostai: 

f. rnelaksanakan pengawasan, bimbingan perlllnarrrekomendasi dan 
memberikan bantuan kepada pltar-pltar partisipasi rnasvarakat, 
organisasi soslal yang bergerak di bidang keselanteraan sosial; 

s. rnetaksanakan pengawasan can pengendalian teknls, pelaksanaan tugas 
sesuai kenllakan keoata Dinas berdasarkan perundang-undangan yang 
bertaku: 

h. mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah bidang soslai: 

Pasal 8 
(1) Bidang sosrai sebagaimana dlrnaksud datarn Pasal 2 avat (1) huruf c, 

dlptmptn oten kepala Bidang yang mernpunval tugas rnelaksanakan 
sebaslan tugas cinas di bidang sostai, meliputi kesejanteraan soslal dan 
rehabilitasi sosial. 

sacran Ketiga 
Bidang soslat 

K. menvlapkan oanan penvusunan .oeooman dan oetunluk teknls dalam 
pembinaan kepegawalan; 

I. mengkoordinasikan, mernoaai tusas dan memberi petunjuk kepada 
bawanan agar terjalln kenasarna yang balk dan saling menoukuns 
catarn pelaksanaan tucas: 

m. menilai hasil kerla bawahan dengan jatan memonitor can mengevaluasi 
hasil kerja: ' 

n. mengevaluasi can menginventarisasi permasalahan yang berhubuncan 
dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan 
masalah; . 

o. rnelaksanakan koordinasi can keriasarna sesuai bidang tucasnva caiarn 
ranoka kelancaran petaksanaan tusas: 

n. melaporkan hasil petaksanaan tugas/kegiatan kepaoa.atasan: 
q. rnelaksanakan tusas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tuqasnva . 

0 
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Konsultasi Lembaga j. menumbuhkan dan mengembangkan 
keselanteraan sosta: (LK25}; 

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebagai bertkut: 
a. menvlapkan banan penvusunan kebljakan dan petunjuk teknls dan 

perencanaan urusan penvuluhan, bimbingan dan bantuan sosial; 
b. menyusun rencana kegiatan kesejanteraan sosial; 
c. mengumpulkan, mengolah can menganalisa data penyandang rnasalan 

kesejanteraan sosial; 
d. melaksanakan penggalian potensi dan sumner-surnber kesejanteraan 

sosial; 
e. rnetaksakanakan publikasi, program-program bidang soslal kepada 

rnasvarakat dan partlslpan: 
f. rnelaksanakan penvulunan sosial dasar, . pengembangan, khusus can 

keliling ; 
s. menyelenggarakan pengawasan can bimbingan serta memberi 

rekomenoasl kelavakan panti soslai swasta/pemerintah; 
h. menveienacarakan pengawasan can bimbingan serta pembinaan 

ketompok bermain; 
i. memberikan rekomendasi perlztnan pengangkatan anak taooosn dan 

asunan keluarga; 

rasa: 9 
(1) seksl kesejanteraan sosiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) 

nurur c anoka 1, olptrnpln oien kepata seksl yang mempunval tugas 
rnelaksanakan senaotan tugas bidang sosial, meliputi pengelolaan 
penvulunan, bimbingan dan bantuan soslai. 

Paragraf 1 
seks: keselahteraan sosrai 

i. rneiaksanakan stnkrontsasl perencanaan can petaksanaan kegiatan 
bidang sosial; 

J. menqkoordlnaslkan can memberi petunjuk kepada bawahan agar 
terjaun kerja sama yang baik can sauna menoukuns oalarn petaksanaan 
tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang bertaku: 

k. menilai hasil kerja bawanan oensan Iatan memonitor dan mengevaluasi 
hasil kerja: 

I. mengevaluasi dan menginventarisasi perrnasatanan yang bernuounsan 
dengan petaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan 
masaian: · 

m. melaksanakan xooroinasi dan kerjasama sesuai bidang tucasnva oaiam 
raneka ketancaran oeiaksanaan tusas: 

n. metaporkan hasil petaksanaan tugas/kegiatan kepaoa atasan; 
o. metaksanakan tugas lain yang · diberikan oien atasan sesuai bi dang 

tugasnya . 

• 
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k. menverenacarakan can pengawasan rumah singgah; 
I. menyelenggarakan pelatihan tenaga penvutun sosial; 

m. menyelenggarakan soslatlsasl sadan Pelaksana xesenatan Jiwa 
Masyarakat (BPKJM); 

n. menyelenggarakan pelatlnan usana Ekonomi Produktif (UEP) dan 
bantuan stlmulan kepada penyandang rnasalan kesejanteraan sosial; 

o. rnetaksanakan pencesanan can penanggulangan kernakstatari: 
o. menyelenggarakan perattnan, pengembangan, pengentasan can 

memandirikan ketuarqa rnuca mandiri (KMM); 
q. memberikan bantuan keoada tenaga sosial can puar-puar oarttsioan 

sosial (Karang raruna, Pekerja sostal Masyarakat, raruna Siaga 
Bencana/TAGANA) can organisasi -sosial yang· oercerak dalam bidang 
usana kesejanteraan sostal serta komlsl oaerah taruut usia (Komda 
tanstai: 

r. memberlkan pembinaan, bimbingan can bantuan kepada perintis 
kerneroekaan, veteran, dan keluarqa pahlawan; 

s. memelihara rarnan Makarn Pahlawan/makam peluans kemerdekaan: 
t. menyelenggarakan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, 

keperlntlsan, keluanqan, can kepetoporan rsarasenan kepahlawanan, 
zlaran wlsata can napak tnasi: 

u. memberlkan rekomendast/liln bagi pezlaran di raman Makam 
Pahlawan; 

v. memberikan rekomendasttzln penaumpulan uans, baranc, 
sumbangan, undian can pendirian organisasi soslat dibidang usana 
xesejahteraan soslal (ORSOS UKS); 

w. memantapkan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam ranqka 
penanggulangan bencana; 

x. memberikan bantuan korban bencana alarn, korban bencana sosial dan 
pengungsian; 

v. menghimpun dan rnenvalurkan bantuan can masvarakat: 
z. menqernbanokan usana keselahteraan soslai berbaslskan rnasvarakat: 

aa. memberikan rekomendasi/ijin pendirian orcamsasl sostai torsos: serta 
kerornpok bermain/penitipan anak, 

bb. memberikan bantuan can petavanan sosial oaeran kurnun berupa 
perbalkan rumah can lingku.ngan; 

cc. memberikan bantuan can petavanan sosial bagi .caeran Komunitas 
Adat Terpencil; 

dd. mernbertkan bantuan can petavanan sostal kepada orang teriantar: 
ee. rnernbacl tugas dan memberi peturuuk kepaoa oawanan aqar 

peiaksanaan tugas dapat berjatan densan lancar sesuai ketentuan yang 
bertaku, 

ff. menilai hasil kerja bawanan dengan jaian memonitor can mengevaluasi 
hasil kerja: 

L 
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Pasal 10 
(1) sekst Rehabilitasi sosiai seoasalrnana dtrnaksuo datam Pasal 2 avat (1) huruf 

c anska 2 ctolmptn oten kepala Seksi, rnempunvat tugas rnetaksanakan 
• sebactan tugas bidang sostal yang mengelola rehabilitasi soslal. 

(2) Rincian tugas seoasatmana ctrnaksuo pada avat (1) adatan sebagai berikut: 
a. rnenvlapkan banan penvusunan keotlakan can petunjuk teknls can 

perencanaan urusan rehabilltasi sostai: 
b. menvusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi sosial; 
c. menyelenggarakan perbaikan, pengembangan can pengentasan serta 

kemandirian terhacap penyandang cacat; 
d. menyelenggarakan perbalkan, pengembangan can pengentasan serta 

kemandirian ternacap eks nara oldana/anak negara, pengemis, 
gelandangan, orang tertantar, wanita tuna susua, penvanoans HIV/Aids; 

e. menyelenggarakan perbatkan, pengembangan can pengentasan serta 
kemandirian anak terlantar, rernaja terlantar, anak yatim, anak platu, 
anak vattm platu, Iornpo tertantar: 

f. menyelenggarakan perbaikan, pengembangan dan oensentasan serta 
kemandirian anak jaianan, anak nakal, anak yang bernadaoan dengan 
nukurn, anak putus sekolah; · 

s. menyelenggarakan perbaikan, pengembangan dan pengentasan serta 
kemandirian korban NARKOTIKA, korban kekerasan calam . rumah 
tangga (KDRTl, Karban Tindak kekerasan (KTK), Pekerja Migran 
bermasalah sosial; 

h. menyelenggarakan perbaikan, pengembangan can pengentasan serta 
kemandirian bagi wanita rawan sostat ekonomi (WRSE); 

i. menyelenggarakan peroalkan, pengembangan dan pengentasan serta 
kemandirian bagi fakir miskin; 

J. melaksanakan pengawasan, bimbingan can bantuan keoada panti 
soslal pemerintah/swasta; 

k. rnelaksanakan can menvaiurkan tokat Placement (pemukiman kernbatn 
kepaoa Pengemis, Gelandangan, orang Terlantar (PGOT) dan Pekerja 
seks Komersial; 

Paragraf 2 
seksl Rehabilitasi soslai 

gg. mengevaluasi dan menginventarisasi perrnasalanan yang oernubuncan 
dengan petaksanaan tugas serta mencari alternatif pernecahan 
masalah; 

hh. metaksanakan koorclnasl dan kerJasama sesuai bidang tucasnva oatarn 
rancka kelancaran petaksanaan tuqas: 

ii. rnetaporkan hasil pelaksanaan ~ugas/kegiatan keoaca atasan: 
jj. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang, 

tusasnva. 



(2) Rincian tugas sebagaimana clrnaksuo paca avat (1) acatan sebagai berikut: 
a. merurnuskan kebljakan, peooman can petunjuk teknls pembinaan di 

bidang tenaga kerja: 
b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja bidang tenasa kerja 

bercasarkan kebuakan dinas; 
c. melaksanakan aornlnlstrast can ketatausahaan bidang tenaga kerla, 
d. menyelenggarakan can rnetakukan pengawasan petaksanaan tugas di 

bidang tenaga kerja yang meliputi pelatihan can penempatan tenaga 
kerla, hubungan industrial can ketenasakerjaan: 

e. memberikan peturuuk tentang pelaksanaan operastonausast di bidang 
ketenasakeriaan: 

f. rnernoerlkan perizinan, tes kualifikasi, pemoatasan penggunaan tenaga 
asinc, norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. 

g. rnetaksanakan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
bidang tenaga kerja; 

h. mengkoordinasikan can rnemberl peturuuk kepaca bawahan agar 
terjaun kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam petaksanaan 
tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang benaku: 

i. menilai hasil keria bawanan dengan jatan memonitor dan mengevaluasi 
hasil kerla: 

Pasal 11 
(1) Bidang Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 avat (1) huruf d, 

dlplrnptn oten kepala Bidang yang mempunval tugas rnetaksanakan 
sebagian tusas dinas di bidang tenaga kerja, meliputi petatrnan dan 
penempatan tenaga kerja, nubunsan industrial can ketenasakerjaan. 

sacian Keempat 
Bidang Tenaga xerja 

I. memberi rujukan can rnenvalurkan penyandang masaiah kesejanteraan 
sosial ke pantl-pantl soslai yang sesual dengan penyandang rnasaian: 

m. - mernbacl tusas can memberi petunluk kepada bawahan agar 
petaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang 
bertaku, 

n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 
hasil kerja: ' 

o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang bernubunqan 
dengan petaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan 
rnasalan: 

p. melaksanakan koordinasi dan kerjasarna sesuai bidarig tugasnya catarn 
rancka keiancaran pelaksanaan tunas: 

q. meraporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; 
r. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oien atasan sesuai bidang 

tugasnya . 

.- 

• 
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(2l Rincian tuoas sebaqalrnana oimaksuc paoa avat (1l acatan sebagai berikut: 
a. rnenvtapkan oanan penyusunan kebtjakan dan petunjuk teknls dan 

perencanaan pelatihan can penempatan tenaga kerja: 
b. menyusun rencana kegiatan seksl Pelatihan dan Penempatan Tenaga 

kerja: 
c. memberi pelatihan, penvutunan. bimbingan can pembinaan kepada 

penyelenggara organisasi/lembaga latihan . kerja di bidang 
ketenaaakerjaan: 

d. rneiakukan bimbingan Tenaga kerja Mandiri sarlana (TKMSl agar mampu 
menlnqkatkan ororesionausme di bidang tucasnva: 

e. rnelakukan penvuiunan can pembinaan ternaoap angkatan kerja, 
f. memberikan rekornencasl perizinan dan pembinaan serta pembatasan 

penggunaan tenaga kerja asing di daerah; 
g. meiaksanakan bimbingan dan pelaksanaan antar kerja ioka; antar kerja 

antar daerah, dan antar kerja antar negara rnetatul pemertntan caerah 
rnaupun pemerintah pusat; 

h. memberikan bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja 
pemuda, wanita, oenvancanc cacat can usia tanjut. 

L rnetakukan bimbingan ternacao Tenaga kerja Mandiri Terdidik (TKMT), 
Tenaga xerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) serta Teknologi 
repat Guna dan Padat karva: 

j. memberikan rekomendasi perizinan pendirian cabana Perusahaan rasa 
Tenaga kerja Indonesia (PJTKll; 

k. melakukan bimbingan can pembinaan ternadap kegiatan cabana P.JTKI, 
Bursa kerja Khusus dan Bursa kerja swasta: 

I. metaksanakan pelayanan can penoartaran ternacao pencari kerja 
sesuai mekanisme pengantar kerja, 

Pasal 12 
(1l Seksi Pelatihan can Penempatan Tenaga kena seoacaimana olrnaksuc 

daiarn Pasal 2 avat (1l huruf d angka 1, dtplmptn olen kepala seksl yang 
rnempunval tugas rneiaksanakan sebaqlan tugas bidang tenaga kerja, 
meliputi pengelolaan pelatihan can penempatan tenaga kerja, 

raracrar 1 
seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja 

j. mengevaluasi can menginventarisasi permasatanan yang bernubunoan 
dengan petaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan 
rnasatan: 

k. rnetaksanakan koordinasi dan kerjasarna sesuai bidang tusasnva dalam 
rancka kelancaran petaksanaan tusas: 

I. metaporkan nasu petaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan: 
m. metaksanakan tugas lain yang diberikan oren atasan sesuat bidang 

tuoasnva. 

• 



Pasal 13 
(1) seksl Hubungan Industrial can ketenasakerjaan sebagaimana dimaksud 

caiarn rasa: 2 avat (1) huruf d ancka 2, dlptrnpln oleh xeoaia sekst yang 
rnempunval tugas rnetaksanakan seoaslan tusas bidang tenaga kerja, 
meliputi pengelolaan hubungan industrial dan ketenaoakerjaan. 

Paragraf 2 
seksl Hubungan Industrial can xetenacakenaan 

m. metaksanakan pendataan anokatan ·kerja, penganggur, informasi 
lowongan kerja, penempatan tenaga kerja can metaksanakan informasi 
mekanlsrne tenaga kerla: 

n. rnetakukan pendataan can pernotnaan sektor informal catarn ranoka 
pertuasan kesernpatan kerja: 

o. rnetaksanakan pembinaan, oimornaan ternadap peraksanaan pelatlnan, 
kursus yang cuakukan oien ternbasa Pelatihan Pemerintah, swasta dan 
Perusahaan; 

p. melaksanakan penvulunan can bimbingan kepaca pengusaha kecil dan 
menengah serta tenaga xerja caiam ranqka mentnqkatkan 
prod u ktifitas; 

c. rnelaksanakan bimbingan dan penvutuhan, sertifikasi tenaaa'kerla: 
r. mengkoordinir celaksanaan pelatihan yang ouakukan olen aaia: tatlhan 

kerja (BLK), Kursus Latihan kerja (KLK) dalarn na: pendaftaran, seteksl can 
pemanggilan peserta; 

s. rnenvlapkan oahan kerjasarna dengan instansi pemerintah, swasta dan 
Lembaga Pelatihan swasta can pelaksana pelatihan kerja, 

t. rnenvlapkan stancartsasl can melaksanakan tes kualifikasi dan perizinan 
ternbaca Pelatihan; 

u. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi kebutunan pelattnan: 
v. membina dan rnenvaiurkan unusan BLK, KLK dan ternbaca Latihan dan 

organisasi yang mernoutunkan. 
w. rnembacl tugas can memberi petunjuk kepaoa oawanan agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang 
bertaku: 

x. menilai hasil kerja bawahan dengan Iatan memonitor can mengevaluasi 
hasil kerja: 

y. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubunsan 
dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecanan 
rnasaian: 

z. rnelaksanakan koordinasi dan kerlasama sesuai bidang tusasnva oaiarn 
ranqka kelancaran petaksanaan tugas; 

aa. rnetaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepaoa atasan: 
bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oien atasan sesuai bidang 

tucasnva, 
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(2) Rincian tugas sebagaimana dlmaksuc oaca avat (1) acalan sebagai bertkut: 
a. menvlapkan banan penyusunan kebllakan, petunjuk teknls can 

perencanaan nubunsan industrial dan ketenaqakerjaan: 
b. menyusun rencana kegiatan seksl Hubungan Industrial dan 

ketenaqakerjaan: 
c. metakukan pendaftaran/pencatatan/pembinaan ternacao organisasi 

pekerja dan penausaha dengan semua peranqkat organisasi horizontal 
dan vertikal mural dart ttnqkat Dewan Pimpinan cabana mPC) sarnpal 
nnckat unit kerja di perusanaan: 

l d. mengumpulkan, menooran dan menvajlkan data pengawasan 
ketenaqakerjaan: 

e. rnenviapkan petunjuk pembinaan can · bimbingan teknts dan 
pemantauan petaksanaan peraturan perundang-undangan 
ketenacakerjaan: 

f. menyelenggarakan pengawasan ternacap keselamatan kerja, 
kesehatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja can agronomi; 

s. mengatur can mengawasl pelaksanaan tugas operasional pegawai 
pengawas dalarn ranoka Kegiatan pertama, berkala dan pemeriksaan 
khusus; 

h. meneliti berkas-berkas kecelakaan kerja berdasarkan taporan 
pengusaha, tenaga kerja dan masvarakat: 

i. meneliti permohonan lzln penvrmpanqan waktu kerja dan keria malam 
bagi pekerja wanita; 

j. meneliti perrnononan lzln can pengesahan pemakalan pesawat uap 
bejana tekan, pesawat anckat dan anckut, instalasi listrik dan mesin 
oroouksi. 

k. melakukan pembinaan dan pemantauan jamlnan sosial tenaga kerla 
dan asuransi tenaga kerja talnnva. 

I. rnetaksanakan pemantauan dan pembinaan ternaoap perusanaan yang 
mernpekerjakan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda, tenaga 
kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan yang bertaku: 

m. rnelaksanakan pembinaan dan pemantauan ternaoap perusahaan jasa 
pengerah tenaga kerja 'can perusanaan jasa pemeriksa Kesehatan dan 
Keselamatan keria (K3l; 

n. melaksanakan pembinaan ternacap koperast karvawan dalarn 
nubuncannva dengan keselanteraan pekerja, 

o: rnelaksanakan pendidikan nuouncan industrial can ketenaaakerjaan: 
o, rnelaksanakan pembinaan dan pembentukan ternbaca kerjasarna 

Bipartit, rrioartrt dan Tim Deteksi Dini; 
q. menyusun dan menetapkan kebutuhan hidup minimum dan 

pengupahan; 
r. menvetesalkan perselisihan ketenaaakerlaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang oertaku: 
s. rnelakukan bimbingan dan nenvulunan, pembinaan dan pengesahan 

Peraturan Perusahaan (PP) dan kesepakatan kerja Bersama (KKB); 

• 
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an teknls bidang transrruorasi 
e asa a lta a i e a supati: 

f. memberikan pet nj K e tang pelaksanaan operasionalisasi di bidang 
transmigrasi; 

s. rnelaksanakan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
bidang transmigrasi; 

h. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepaoa bawanan agar 
terjalln kerja sarna yang baik dan saling mendukung dalarn petaksanaan 
tugas sesuai pedornan can ketentuan yang benaku: 

a ketatausanaan bidang sostai: 
engawasan pelaksanaan tugas di 

e daftaran dan selekst, pembinaan 

(2) Rincian tugas sebacalmana dlmaksuo paca avat (1) acatan sebagai berikut: 
a. merumuskan kebljakan, pedoman dan petunluk teknis pembinaan di 

bidang transmigrasi; 
e gkoordinasikan dan menyusun rencana kerja bidang transmigrasi 

= ... _a:a a as· 

saqlan Kelima 
Bidang Transmigrasi 

Pasal 14 
(1) Bidang rransrruorasl sebacatmana dlmaksuo datarn Pasal 2 avat (1) huruf e, 

otplmptn oien keoala Bidang yang rnempunvat tugas meiaksanakan 
seoacian tugas dinas di bidang transmigrasi, meliputi pendaftaran can 
seleksi, pembinaan dan penvuluhan. 

t. meiakukan pembinaan dan pendaftaran kesepakatan kerla waktu 
Tertentu (KKWT); 

u. metaksanakan penvulunan, pembinaan oaiam rancka pentnckatan 
kesejanteraan pekerla: 

v. memoasl tugas can memberi oetunluk kepada bawanan agar 
pelaksanaan tugas oapat berjatan dengan lancar sesuai ketentuan yang 
nertaku: ' . 

w. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 
hasil kerja: 

x. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang oernuounsan 
dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan 
rnasatah: 

v. metaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya catarn 
ranoka kelancaran pelaksanaan tugas; 

aa. rnelaporkan hasil petaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan: 
bb. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnva. • 



(2) Rincian tugas sebagaimana dlmaksuo paoa avat (1) acaran sebacal bertkut: 
a. menvlapkan banan penyusunan kebljakan, petunjuk teknis can 

perencanaan pendaftaran can seteksl. 
b. menvusun rencana kegiatan seksl Pendaftaran can seleksi; 
c. mengumpulkan, rnencoian dan menvallkan data oencartaran can 

seleksi; 
d. melaksanakan pendataan animo eaten transmigrasi; 
e. melaksanakan pengurusan pendaftaran can seleksi eaten transmigrasi; 
f. rnelaksanakan penelitian keienskaoan eaten transrrncrasi: 
s. melaksanakan penyusunan cartar nominatif eaten transmigrasi; 
h. embagi tugas can memberi petunluk kepada bawahan agar 

era sanaan tugas dapat nerjatan dengan lancar sesuai ketentuan yang 
oer a u· 

i. menilai hasil kerla bawanan dengan Iatan memonitor dan mengevaluasi 
hasil kerja: 

j. mengevaluasi dan rnenclnventartsasl permasalahan yang bernuouncan 
dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pernecanan 
rnasalan: 

k. melaksanakan koordinasi can kerjasarna sesuai bidang tusasnva datarn 
ranoka keiancaran oelaksanaan tusas: 

I. melaporkan hasil petaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan: 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oien atasan sesuai bidang 

tusasnva. 

Pasal 15 
(1) Seksi Pendaftaran dan seteksl sebagaimana · oimaksud catarn Pasal 2 

avat (1) huruf e ancka 1, olplmptn oien kepala seksl yang mempunvai 
tugas rnetaksanakan sebaotan tuaas bidang transmlarasl, meliputi 
pengelolaan pendaftaran can seiekst. 

Paragraf 1 
sekst Pendaftaran dan Seleksi 

i. menilai hasil kerja bawanan dengan jaian memonitor can mengevaluasi 
hasil kerja: 

J. mengevaluasi dan menginventarisasi oerrnasatanan yang bernuouncan 
dengan petaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecanan 
masaran: · 

k. metaksanakan koordinasi dan kerjasarna sesuai bidang tuoasnva dalarn 
ranska kelancaran petaksanaan tucas. 

I. melaporkan nasn pelaksanaan tugas/kegiatan kepaoa atasan: 
m. rnetaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tuqasnva. 

9 

• 

• 



Pasal 17 
ketornpok raoatan Fungsional sebacalmana dlmaksud catarn Pasal 2 avat (1) 
huruf f, mernounval tugas meiaksanakan seoaoran tusas sesuai bidang 
keahllannva neroasarkan peraturan oeruncanc-uncancan yang bertaku dan 
bertanccunc lawao kepada xepata Dinas. 

sactan Keenam 
kelornpok Jabatan Fungsional 

(2) Rincian tugas sebagaimana ctmaksud paca avat (1) adalah sebagai berlkut: 
a. rnenvtapkan banan penvusunan kebljakan dan petunjuk teknis dan 

perencanaan pemolnaan dan penvutunan, 
b. menyusun rencana kegiatan seksl Pembinaan dan Penyuluhan; 
c. rnenvlapkan oanan penvutunan, pembinaan, bimbingan teknls 

pemantapan eaten transmlcrasl: 
d. rnernperslapkan jaowal penvutunan can menyelenggarakan 

penvulunan pemantapan eaten transmigrasi; 
e. rnelakukan oencataan transmigran can barang oawaannva. 

·f. matakukan pelavanan transmtaran setama di penampungan; 
c. rnetakukan pemantauan keslapan sarana anckutan, 
h. rnelakukan pengurusan pembinaan dan pemantauan transmigrasi; 
i. rnernbaol tugas dan memberi petunluk · keoaca bawahan agar 

petaksanaan tunas dapat oerjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang 
bertaku: 

J. menilai hasil kerla bawanan dengan jatan memonitor can mengevaluasi 
hasil kerla: 

k. rnenoevaiuasl can menginventarisasi perrnasatanan yang oernuounoan 
dengan pelaksanaan tunas serta mencari alternatif pemecahan 
masatah: 

I. rnelaksanakan koordinasi dan kerlasarna sesuai bidang tucasnva datarn 
ranqka kelancaran petaksanaan tusas: 

m. melaporkan hasil petaksanaan tusas/kestatan kepada atasan: 
n. melaksanakan tugas lain yang dlbertkan oleh atasan sesuai bidang 

tuqasnva. 

=asa: 16 
(1) seksi Pembinaan ctan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

avat (1) nurut e anska 2, dlplrnpln oien kepata seksl yang mempunyai 
tugas metaksanakan seoastan 'tugas bidang transmtsrasl, . metiputl 
penqetotaan pembinaan dan penvuluhan, 

Paragraf 2 . 
seksi Pembinaan can Penyuluhan 
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setiap laporan yang diterima olen oimotnan unit organisasi · dari 
bawahannva, wajlb clolan dan dipergunakan sebagai oanan penyusunan 
laporan lebih ianjut, serta untuk memberikan petunluk kepada bawahan. 

.. 
I 

Pasal 23 

Pasal 22 
setlap plrnplnan unit organisasi wajlb mengikuti dan mematuhi petunluk 
dan bertanggung jawab kepada atasan iTiasing-masing dan rnenvlapkan 
laporan berkala tepat pada waktunva 

Pasal 21 
settap olmptnan unit organisasi bertanggung jawab untuk merntrnpln, 

· mengkoordinasikan can memberikan bimbingan, serta petunluk peraksanaan 
tugas kepaca bawahannya. 

Pasal 20 
setiao ptmplnan unit organisasi wallb mengawasi bawahannya masing­ 
masing dan bila terjadl oenvlmoansan narus mengambil langkah-langkah 
yang dlpertukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
bertaku. 

Pasal 19 
Dalam rnelaksanakan tugasnya setiap plmptnan unit organisasi dan Kelompok 
Jabatan Fungsional wailb menerapkan prlnslp koordinasi, integrasi dan 
slnkronlsasl baik dalam lingkungan Dinas rnaupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Pemerintah oaerah. 

BABIV 
TATA KERJA 

(4l rents dan jenjang Jabatan Fungsionat diatur oercasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang bertaku, 

(3l Jumlah tenaga fungsionat sebagaimana dimaksud pada avat (1l ditentukan 
sesuai kebutunan dan beban kerja, 

(2l setlap kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud paoa avat (1l 
dtptmptn oien seorang tenaga fungsional senior yang cttunjuk oteh suoan 
diantara tenaga fungsional yang aca. 

Pasal 18 
(1l xelompok Jabatan runostonai terdiri cart sejumlan tenaga fungsional 

yang terbaal caram beberaoa kerompok sesuai dengan bidang 
keannannva, ctanskat cart Pegawai Negeri stpu oercasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

•• 
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Agar setiap orang menaetanutnva, memerintahkan pengundangan 
Peraturan suoau ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kabupaten 
Klaten. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 27 
Peraturan supatt ini rnutai bertaku pada tanggal oiunoanckan. 

• 
BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 26 
Hal-hal yang belum diatur dararn Peraturan suoan ini sepanjanc mengenai 
teknis pelaksanaannva diatur lebih lanjut oien kepata Dinas . 

Pasal 25 
nalam rnelaksanakan tusasnva setiap ptrnplnan dibantu kepala unit 
organisasi di bawahnva datarn ranqka oernbertan bimbingan serta petunluk 
teknls pelaksanaan tugas. 

Pasal 24 
oatarn rnenvampatkan taooran kepada atasan maslnq-maslnq, ternbusan 
iaporan wajlb dlsampatkan pula keoaca unit organisasi lain yang secara 
fungsional rnempunval hubungan kerja. 




